5.1.

BABS
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

selama 5 minggu sejak tanggal 18 April 2023 hingga 21 Mei 2023, dapat

disimpulkan bahwa:

1.

5.2.

Calon apoteker dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab
apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di bidang
pembuatan, pengadaan, dan distribusi sediaan kefarmasian sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.

Calon apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian secara
profesional dalam apotek dan dapat berinteraksi langsung dengan
pasien.

Calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam
perkuliahan seta mengambangkan diri berdasarkan proses reflektif
yang didasari nilai keutamaan yaitu Peduli, Komit, dan Antusias
(PEKA) dan nilai-nilai katolisitas.

Saran

Setelah mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

selama 5 minggu sejak tanggal 18 April 2023 hingga 21 Mei 2023, saran yang

dapat diberikan kepada calon apoteker adalah:

1.

Kemampuan calon apoteker dalam melayani pasien terutama dalam
pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien
perlu ditingkatkan agar calon apoteker dapat berkomunikasi dengan
lebih baik dengan pasien dan pasien dapat lebih mengerti tentang

penggunaan obat pentingnya kepatuhan dalam mengonsumsi obat.
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Calon apoteker dapat meningkatkan pemahaman mengenai obat-
obatan terkait dengan cara kerja obat, kelas terapi, efek samping dan
informasi lainnya untuk dapat menunjang pemberian pelayanan

kefarmasian kepada pasien.
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